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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagaimana dalam Prakata yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penting agar membangun APN yang 

bersifat jujur, terampil, tidak berpihak, dan terhindar dari campur tangan politik. 

Mereka perlu menghindari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dan dapat 

memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, 

mereka juga memiliki peran penting dalam mempertahankan Persatuan dan 

Kesatuan Bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pegawai merupakan sumber daya manusia, baik secara fisik maupun 

mental yang diperlukan karena menjadi salah satu aset utama untuk mencapai 

tujuan organisasi. Mereka bekerja diberbagai entitas, termasuk institusi 

pemerintah dan perusahan swasta. Sebagai alternatif terdapat pandangan lain yang 

menyampaikan bahwa seorang pegawai ialah individu yang langsung dipimpin 

oleh seorang manajer dalam menjalankan tugas yang bertujuan menghasilkan 

hasil yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.  

Menurut definisi tersebut pegawai merupakan aset kunci dalam organisasi, 

termasuk lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta. Sebagai elemen manusia 

dalam organisasi, keberadaan, keterampilan, dan kemampuan pegawai 

memainkan peran krusial dalam pencapaian tujuan organisasi. Negara adalah 

salah satu bentuk dari organisasi. 
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Negara adalah suatu entitas organisasi yang berdaulat di dalam suatu 

wilayah tertentu dan memiliki kewenangan legal untuk mengendalikan semua 

aspek kehidupan dalam wilayah tersebut. Negara juga mampu menetapkan tujuan 

yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama.
1
 

Prestasi kerja karyawan mencerminkan hasil kerja yang dicapai dalam hal 

aspek kualitas dan kuantitas yang diperoleh selama pelaksanaan tugas sesuai 

dengan tanggung jawab atau tugas yang diberikan. Menurut Sedarmayanti (2011: 

260), kinerja merujuk pada hasil kerja individu serta proses manajemen dalam 

suatu organisasi secara keseluruhan. Penting untuk mencatat bahwa hasil kerja 

tersebut harus didukung oleh bukti yang konkret dan terukur, biasanya dianalisis 

berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
2
 

 Berikut ini adalah penjelasan menegenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya pada pasal 1 ayat 3 dalam ayat 

tersebut, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat 

sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan di lingkungan pemerintah”
3
 

Peran PNS di administrasi negara memiliki signifikansi krusial dalam 

menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Hal 

tersebut sangat berarti karena peran PNS bersifat sentral dan memiliki dampak 

                                                           
1
 K.putrigiri Sekarningrum, warga Negara dan Negara, diakses dari 

http://putrigirisekar.blogspot.co.id/2016/makalah-tentang-warga-negara-dan-negara/. Pada 

tanggal 14 November 2022 
2
 Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. 2009a. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. 

Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. 
3
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hlm. 3 

http://putrigirisekar.blogspot.co.id/2016/makalah-tentang-warga-negara-dan-negara/
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besar pada kemajuan bangsa dan negara, termasuk dalam penciptaan 

pemerintahan yang bersih dan efektif. PNS menduduki posisi strategis dan 

memberikan kontribusi yang substansial dalam usaha reformasi birokrasi, 

mengingat mereka merupakan kandidat utama dalam se.buah fungsionaris yang 

nantinya akan me.warisi tanggung jawab ke.pe.mimpinan be.rikutnya.
4
 

De.mi me.nggapai tujuan nasional, sangat dibutuhkan Pe.gawai Ne.ge.ri Sipil 

(PNS) yang me.mpunyai kualifikasi dan kompe.te.nsi yang me.ncakup ke.se.tiaan 

se.rta ke.taatan te.rhadap Pancasila dan UUD 1945, profe.sionalisme., inte.gritas 

moral, ke.jujuran, ke.adilan, se.rta ke.sadaran atas tanggung jawab me.re.ka se.bagai 

pe.layan masyarakat. 

Pada Pasal 12 te.ntang Pe.raturan Pe.me.rintah No 30 Tahun 2019 ini 

dije.laskan te.ntang me.kanisme. pe.nilaian kine.rja PNS yang me.ncakup e.valuasi dan 

pe.ngukuran atas hasil ke.rja PNS yang be.rsangkutan be.rdasarkan indikator kine.rja 

yang te.lah dite.tapkan. Se.lain itu, dalam pasal ini juga dije.laskan pe.ran pimpinan 

unit ke.rja dalam me.mbe.rikan pe.nilaian te.rhadap kine.rja PNS se.rta pe.ntingnya 

hasil pe.nilaian te.rse.but untuk pe.nge.mbangan karie.r PNS dan pe.ningkatan kine.rja 

organisasi. 

Pasal ini me.nunjukkan bahwa pe.nilaian kine.rja PNS dilakukan de.ngan 

me.ngacu ke.pada indikator yang obje.ktif se.rta re.le.van de.ngan tugas dan sasaran 

individu, se.rta dilakukan ole.h atasan langsung untuk tujuan pe.nge.mbangan karie.r 

dan pe.ningkatan kine.rja.
5
 

                                                           
4
 Ibid., hlm. 10 

5
 Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang be.risi te.rkait Aparatur Sipil 

Ne.gara me.ngatur pe .nilaian kine.rja PNS, di mana pasal 77 angka (6) me.nyatakan 

bahwa PNS yang kurang me.me.nuhi targe.t kine.rja yang dite.tapkan dapat dike.nai 

sanksi administratif hingga pe.mbe.rhe.ntian.
6
  Pe.nilaian kine.rja PNS de.ngan 

me.nggunakan Sasaran Kine.rja Pe.gawai (SKP) me.mbawa pandangan baru dalam 

pe.ningkatan kine.rja dan kualitas ke.rja PNS, se.suai de.ngan pasal 75 UU No. 5 

Tahun 2014 te.ntang Aparatur Sipil Ne.gara yang me.ne.gaskan bahwa pe.nilaian 

pre.stasi ke.rja PNS dilakukan de.ngan tujuan  me.mastikan pe.mbinaan PNS yang 

obye.ktif, be.rdasarkan siste.m pre.stasi ke.rja, dan me.ne.kankan pada prose.dur 

pre.stasi ke.rja se.bagai dasar pe.ne.ntuan karir. 

Dalam suatu pe.nilaian pre.stasi ke.rja PNS, ada be.be.rapa prinsip yang harus 

diikuti, te.rmasuk prinsip obje.ktivitas, akuntabilitas, ke.te.rukuran, transparansi, dan 

partisipasi. 
7
 Obje.ktivitas me.ngacu pada ke.te.patan isi Sasaran Kine.rja Pe.gawai 

(SKP) dan ke.se.suaian tugas de.ngan jabatan yang die.mban. Ke.te.rukuran 

me.nce.rminkan bahwa tugas yang dilakukan ole.h PNS harus dapat diukur se.cara 

kuantitatif, se.hingga pre.stasi dapat diukur de.ngan je.las. Akuntabilitas be.rarti 

bahwa SKP harus dapat dipe.rtanggungjawabkan, dan prinsip partisipatif 

me.ne.kankan pe.ntingnya inte.raksi dalam pe.mbuatan pe.rjanjian ke.rja antara PNS 

dan pimpinannya, se.rta bahwa SKP harus te.rbuka dan tidak be.rsifat rahasia mulai 

dari pe.re.ncanaan hingga pe.nilaian. 

 

                                                           
6
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

7
 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 
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E.valuasi kine .rja pe.gawai dilakukan se .tiap tahun de.ngan me .ngukur 

pe.ncapaian me.re.ka dalam me.me.nuhi targe.t yang te.lah dite.ntukan pada awal 

tahun. Jika ada tugas tambahan atau kontribusi kre .atif, itu juga dapat 

dipe.rhitungkan. Pe .nilaian akhir kine .rja pe.gawai me.libatkan kombinasi me.liputi 

pe.nilaian SKP dan e .valuasi pe.rilaku ke.rja. Pe.mbagian bobot nilai untuk se .tiap 

e.le.me.n pe.nilaian adalah se.kitar 60% untuk SKP dan 40% untuk pe.rilaku ke.rja.
8
. 

Sasaran Kine.rja Pe.gawai (SKP) me.ncakup sasaran kine.rja yang harus 

dipe.role.h se.tiap PNS dalam satu tahun ke. de.pan. Ini te.rmasuk 4 faktor, yaitu 

kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu.  
9
 Se.me.ntara itu, pe.nilaian pe.rilaku ke.rja 

se.orang PNS be.rfokus pada apakah me.re.ka te.lah me.matuhi pe.raturan pe.me.rintah 

yang be.rlaku, te.rmasuk aspe.k inte.gritas, orie.ntasi pe.layanan, disiplin, komitme.n, 

ke.pe.mimpinan, dan ke.rjasama. 

Di dalam pe.laksanaannya, te.rdapat pe.rbe.daan pe.ndapat me.nge.nai 

pe.nyusunan Sasaran Kine.rja Pe.gawai (SKP), te.rutama te.rkait de.ngan aspe.k 

waktu, baik dalam pe.ne.ntuan targe.t maupun pe.ncapaian SKP. Pe.raturan 

Pe.me.rintah No 30 Tahun 2019 de.ngan je.las me.ngatur satuan waktu yang 

se.harusnya digunakan dalam pe.nyusunan aspe.k waktu dalam SKP. Saat ini, 

satuan waktu yang umum dite.rapkan adalah bulan. Hal ini me.ngakibatkan tugas 

pokok dan fungsi (tupoksi) se.tiap PNS me.miliki targe.t dan batasan waktu yang 

se.rupa, me .skipun karakte.ristik masing-masing pe.ke.rjaan PNS sangat be.rvariasi, 

dan be.be.rapa pe.ke.rjaan bahkan dise.le.saikan dalam waktu singkat, se.pe.rti dalam 

hitungan minggu, hari, atau hingga jam. Akibatnya, pe.nilaian SKP dari se.gi waktu 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 8 

9
 Ibid., hlm. 5 
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me.mbuat kurang obje.ktif dan tidak se.jalan de.ngan re.alitas di lapangan. De.ngan 

de.mikian, SKP ke.hilangan te.pat sasaran kare.na tidak dipe.rtimbangkan pe.rbe.daan 

karakte.ristik pe.ke.rjaan dan jabatan yang dimiliki ole.h se.tiap PNS. 

Dalam be.be.rapa jabatan di dalam lingkungan PNS, situasi ini me.njadi tidak 

adil. Se.bagai contoh, di se.ktor ke.uangan atau proye.k pe.mbangunan infrastruktur, 

pe.ncapaian pe.nggunaan anggaran yang hampir me.ncapai 100% dianggap se.bagai 

pre.stasi yang sangat positif. Namun, dalam SKP, pe.ncapaian se.macam ini hanya 

dibe.ri nilai 76, yang dianggap (kate.gori baik). Hal ini me.nciptakan ke.tidakadilan bagi 

se.jumlah PNS, dan juga be.rte.ntangan de.ngan prinsip dasar dari siste.m anggaran 

be.rbasis kine.rja, di mana targe.t pe.nye.rapan anggaran yang me.nde.kati targe.t 100% 

se.harusnya dinilai se.bagai pe.ncapaian yang sangat baik.  

Me.nurut Soe.kidjo, se.buah organisasi me.me.rlukan sumbe.r daya manusia yang 

kompe.te.n kare.na pe.ran sumbe.r daya manusia sangat pe.nting dalam me.njalankan 

aktivitas dan ope.rasional di dalam organisasi te.rse.but. Ada be.be.rapa faktor yang 

dapat me.mpe.ngaruhi pe.ningkatan atau pe.nurunan kine.rja pe.gawai. Faktor-faktor 

ne.gatif yang dapat me.nye.babkan pe.nurunan kine.rja pe.gawai me.liputi te.kanan yang 

be.rle.bihan, hilangnya motivasi untuk me.ncapai pre.stasi, kondisi lingkungan ke.rja 

yang tidak kondusif, dan kurangnya panduan atau pe.doman untuk me.ncapai hasil 

ke.rja yang baik. Di sisi lain, te.rdapat be.be.rapa faktor positif yang dapat me.ndongkrak 

kine.rja pe.gawai, antaranya adalah gaya ke.pe.mimpinan yang dite.rapkan para 

pimpinan, motivasi yang dimiliki pe.gawai, se.rta tingkat disiplin ke.rja yang dite.rapkan 

di dalam organisasi atau le.mbaga te.rse.but
10

. 

                                                           
10

 Soekidjo (2003:2) 
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Infrastruktur dan fasilitas umum me.miliki pe.ran pe.nting dalam 

me.njalankan fungsi pe.me.rintahan, baik di tingkat pusat maupun dae.rah. 

Ke.be.radaan infrastruktur dan fasilitas umum yang baik me.ndorong pe.rtumbuhan 

e.konomi dan me.ningkatkan ke.se .jahte.raan masyarakat. Ole.h kare.na itu, dipe.rlukan 

se.buah le.mbaga pe.me.rintah yang be.rtanggung jawab untuk me.mbangun dan 

me.rawat infrastruktur di suatu wilayah. Dinas Pe.ke.rjaan Umum dan Pe.nataan 

Ruang Kota Pontianak adalah salah satu le.mbaga pe.me.rintah yang me.miliki 

ke.we.nangan dan tanggung jawab dalam me.laksanakan otonomi dae.rah dalam 

bidang pe.ke.rjaan umum, de.ngan fokus pada pe.mbangunan dan pe.me.liharaan 

infrastruktur dan fasilitas umum di wilayah kota Pontianak. 

Se.bagai se.buah le.mbaga, kine.rja Dinas Pe.ke.rjaan Umum dan Pe.nataan 

Ruang Kota Pontianak sangat be.rgantung pada kualitas sumbe.r daya manusianya. 

Me.ngingat pe.ntingnya pe.ran sumbe.r daya manusia yang be.ke .rja di le.mbaga ini, 

manaje.me.n sumbe.r daya manusia yang e.fe.ktif pe.rlu dite.rapkan untuk me.ncapai 

tujuan organisasi de.ngan e.fisie.nsi dan e.fe.ktivitas. 

Dalam rangka me .nangani isu-isu yang te.lah dise.butkan, dipe.rlukan 

analisis le.bih lanjut te.ntang Sistem Penilaian Kinerja yang diatur dalam Pasal 

12 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Pontianak. 
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Tabel 1.1 

Perbandingan Penelitian Seebelumnya  

NO Nama/Jenis/Tahun 

Peneliti 

Judul Peneliti Hasil Peneliti 

1 Muhammad Nur 

alim 

  

(Skripsi, 2013) 

“Kine.rja Pe.gawai 

Dinas Sosial, 

Te.naga Ke.rja dan 

Transportasi 

Kabupate.n 

Pole.wali Mandar 

(Studi Kasus pada 

Bidang Te.naga 

Ke.rja)” 

Se.cara umum, kine.rja pe.gawai 

di Bidang Te.naga, Dinas, 

Sosial, Te.naga Ke.rja dan 

Transmigrasi Kabupate.n 

Pole.wali Mandar sudah 

te.rgolong baik, namun ada 

be.be.rapa ke.kurangan yang 

pe.rlu dipe.rhatikan, te.rutama 

pada aspe.k pe.nilaian yang saat 

ini hanya me.ngukur kine.rja 

se.cara individu.  

2 Putri Rahmawati 

 

(Tesis, 2012) 

“Analisis Kine.rja 

Pe.gawai Kantor 

Dinas Ke.se.hatan 

Kabupate.n Bintan 

Provinsi 

Ke.pulauan Riau 

Tahun 2012” 

Kine.rja Pe.gawai Dinas 

Ke.se.hatan Kabupate.n Bintan 

Tahun 2012 be.rkine.rja re.ndah 

3 Mahmun Syarif  

Nasutio 

 

(Skripsi, 2016) 

“Pe.nde.katan baru 

dalam Pe.nilaian 

Kine.rja PNS” 

Pe.nilaian kine.rja PNS de.ngan 

pe.nde.katan DP-3 sudah tidak 

lagi re.le.van de.ngan 

pe.rke.mbangan situasi dan 

pe.nge.mbangan karie.r PNS. 

Se.bagai solusi Pe.me.rintah 

te.lah me.nge.luarkan PP Nomor 

46 Tahun 2011 yang me.ngatur 

te.ntang Pe.nilaian Pre.stasi 

Ke.rja PNS 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pe.nilaian kine.rja didalam  Pasal 12 yang be.risi te.rkait Pe.raturan 

Pe.me.rintah Nomor 30 Tahun 2019 te.ntang Pe.nilaian Kine.rja sudah se.suai 

de.ngan Peraturan Pemerintah No 30 tahun 2019? 
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2. Apakah solusi yang akan digunakan untuk me.ngatasi hambatan dalam 

pe.laksanaan pe.nilaan kine.rja PNS di kantor Pe.ke.rjaan Umum dan Pe.nataan 

Ruang  Kota Pontianak? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Be.rdasarkan latar be.lakang dan rumusan masalah yang te.lah 

diuraikan,tujuan dari pe.ne.litian ini adalah se.bagai be.rikut : 

1. Untuk me.nilai apakah didalam Pe.raturan Pe.me.rintah nomor 30 tahun 2019 

me.nge.nai pe.nilaian kine.rja sudah se.suai de.ngan aspe.k ke.pastian hukum. 

2. Untuk me.ngide.ntifikasi solusi yang diambil untuk me.nghadapi hambatan 

pe.laksanaan pe.nilaian kine.rja PNS di kantor Pe.ke.rjaan Umum dan Pe.nataan 

Ruang Kota Pontianak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Pe.ne.litian ini bisa diharapkan dapat me.mbe.rikan manfaat untuk : 

1. Bagi Pe.nulis 

Pe.ne.litian ini diharapkan akan me.mbe.rikan kontribusi be.rharga se.bagai 

panduan dan re.fe.re.nsi bagi pe.nulis untuk me.nge.mbangkan pe.mahaman dan 

pe.nge.tahuan dalam bidang Pe.nilaian Kine.rja Pe.gawai Ne.ge.ri Sipil (PNS). 

De.ngan ini akan me.mbantu dalam me.ningkatkan pe.mikiran dan 

pe.nge.tahuan pe.nulis te.rkait de.ngan pe.raturan Pe.nilaian Kine.rja yang diatur 

dalam Pe.raturan Pe.me.rintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019. 
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2. Bagi Akade.mis 

Diharapkan bahwa pe.ne.litian ini akan be.rfungsi se.bagai sumbe.r re.fe.re.nsi 

akade.mis yang be.rguna untuk pe.ne.litian le.bih lanjut te.rkait Pe.nilaian 

Kine.rja dalam ke.rangka Pe.raturan Pe.me.rintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 

te.ntang Pe.nilaian Kine.rja Pe.gawai Ne.ge.ri Sipil (PNS). Hal ini akan 

me.mbantu para pe.ne.liti dan akade.misi dalam me.lakukan studi lanjutan dan 

analisis dalam domain te.rse.but. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Pe.nulis yakin, baik se.cara langsung maupun tidak langsung, pe.ne.litian ini 

dapat be.rmanfaat bagi pe.rke.mbangan di se.ktor pe.ndidikan:  

1. Se.cara te.oritis 

Hasil pe.ne.litian ini diharapkan akan me.mbe.rikan kontribusi te.oritis de.ngan 

me.ningkatkan pe.mahaman te.ntang Pe.nilaian Kine.rja se.bagaimana yang 

diatur dalam Pe.raturan Pe.me.rintah No 30 Tahun 2019 te.ntang Pe.nilaian 

Kine.rja Pe.gawai Ne.ge.ri Sipil. Pe.nge.tahuan yang dipe.role.h dari pe.ne.litian 

ini diharapkan akan me.mbantu pe.rke.mbangan disiplin ilmu Hukum 

Pe.me.rintahan Dae.rah dan dapat dijadikan se.bagai re.fe.re.nsi bagi pe.ne.liti lain 

yang akan me.lakukan pe.ne.litian se.rupa atau be.rkaitan. 

2. Se.cara praktis 

Dalam aspe.k praktis, pe.ne.litian ini diharapkan akan me.mbe.rikan solusi 

konkre.t te.rhadap pe.rmasalahan yang te.lah dise.lidiki. Se.lain itu, hasil 

pe.ne.litian ini juga akan me.nye .diakan ringkasan dan rincian te.ntang 
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pe.ne.litian yang se.be.lumnya dilakukan, yang pada gilirannya dapat 

digunakan se.bagai panduan bagi pe.ne.liti yang se.dang me.njalani pe.ne.litian 

se.rupa. De.ngan de.mikian, pe.ne.litian ini me.miliki pote.nsi untuk 

me.mbe.rikan kontribusi yang be.rarti dalam pe.me.cahan masalah dan 

pe.nge.mbangan bidang ilmu te.rkait. 

 

F. Metode Penelitian 

Me.nurut Soe.rjono Soe.kanto, pe.ne .litian adalah ke.giatan ilmiah yang 

me.libatkan prose.s analisis dan konstruksi. Ke.giatan ini dilakukan de.ngan 

pe.nde.katan yang me.todologis, siste.matis, dan konsiste.n. Me.todologis 

me.nunjukkna pe.nggunaan me.tode. atau pe.nde.katan te.rte.ntu, siste.matis 

me.ngindikasikan bahwa pe.ne.litian me.ngikuti suatu siste.m yang te.ratur, dan 

konsiste.n be.rarti tidak ada pe.rte.ntangan dalam ke.rangka te.rte.ntu.
11

 Pe.ne.litian 

hukum, di sisi lain, dilakukan untuk me.ne.mukan solusi te.rhadap pe.rmasalahan 

hukum yang muncul, de.ngan hasil akhir be.rupa de.skripsi me.nge.nai situasi yang 

be.rkaitan de.ngan isu hukum yang se.dang dite.liti.
12

  Untuk me.mastikan ke.absahan 

data yang dipe.role.h dalam pe.ne .litian, pe.nting untuk me.milih me.tode. pe.ne.litian 

yang se.suai dan re.le.van de.ngan masalah yang se .dang diinve.stigasi. Me.tode. 

pe.ne.litian yang digunakan pe.ne.liti adalah se.bagai be.rikut : 

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Pe.nulis dalam pe.ne.litian ini me.makai me.tode. pe.ne.litian hukum 

e.mpiris. Me.tode. pe.ne.litian hukum e.mpiris ini be.rfokus pada analisis 

                                                           
11

 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia 

(UI-Press). hlm. 42. 
12

 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Kencana. hlm. 41. 
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ke.te.ntuan hukum yang be.rlaku se.rta me.nggali fakta-fakta dan pe.ristiwa 

yang te.rjadi di masyarakat.
13

  Pe.ne.litian ini be.rtujuan untuk me.mahami 

situasi se.be.narnya atau re.alitas yang te.rjadi di masyarakat de.ngan tujuan 

me.ngumpulkan data yang dipe.rlukan. Se.te.lah data sudah te.rhimpun, 

pe.ne.litian be.rge.rak untuk mulai me.ngide.ntifikasi masalah dan me.ne.ntukan 

se.buah solusi untuk me.ngatasi masalah te.rse.but. 
14

  Je.nis data yang 

dikumpulkan be.rkaitan de.ngan pe.nilaian kine.rja PNS, hambatan yang 

dite.mui, se.rta alte.rnatif solusi untuk me.ngatasi hambatan te.rse.but de.ngan 

le.bih obje.ktif. 

a. Sumber Data 

Sumbe.r data yang digunakan dalam pe.ne.litian ini adalah : 

1) Data Prime.r 

Data yang didapatkan se.cara langsung me.lalui wawancara 

de.ngan pe.gawai di Kantor Pe.ke.rjaan Umum dan Pe.nataan Ruang 

Kota Pontianak. Wawancara ini dilakukan untuk me.ndapatkan 

informasi dan dokume.ntasi yang konkre.t de.ngan pe.ne.litian pe.nulis. 

2) Data Se.kunde.r 

Data se .kunde.r me.rupakan informasi yang tidak didapatkan 

se.cara langsung dari lapangan. Ini te.rmasuk laporan te.rtulis dan 

lite.ratur yang re.le.van. Data ini digunakan untuk me.ndukung dan 

me.le.ngkapi informasi yang dipe.role.h dari data prime.r. 

 

                                                           
13

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15 
14

 Ibid, hlm. 16 
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3) Data Te.rsie.r 

Data te.rsie.r me.rupakan data pe.ndukung yang me.mbantu 

dalam me.mahami dan me.nafsirkan data prime.r dan se.kunde.r. 

Dalam pe.ne.litian ini, data te.rsie.r me.libatkan pe.nggunaan Kamus 

Be.sar Bahasa Indone.sia, Undang-Undang Dasar 1945, se.rta 

Pe.raturan Pe.me.rintah (PP) se.bagai panduan dan re.fe.re.nsi. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam pe.ne.litian ini yaitu  di Kantor Pe.ke.rjaan Umum dan 

Pe.nataan Ruang Kota Pontianak. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Te.knik pe.ngumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Wawancara 

Wawancara me.rupakan se.buah prose.dur komunikasi inte.raktif antara dua 

pihak atau le.bih, se.tidaknya salah satunya me.miliki tujuan te.rte.ntu. 

Dalam konte.ks pe.ne.litian, ini me.libatkan pe.nyampaian dan pe.ne.rimaan 

pe.rtanyaan de.ngan maksud untuk me.mpe.role.h informasi yang re.le.van 

de.ngan masalah yang te.lah dirumuskan. Wawancara digunakan se.bagai 

me.tode. pe.ngumpulan data prime.r dalam pe.ne.litian ini. 

b. Obse.rvasi 

Obse.rvasi adalah langkah untuk me.nghimpun data de.ngan 

me.nganalisis se.cara langsung situasi atau kondisi di lapangan. Dalam 

pe.ne.litian ini, obse.rvasi digunakan untuk me.ndapatkan pe.mahaman 

yang akurat te.ntang ke.adaan se.be.narnya te.rkait de.ngan pe.nilaian 
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kine.rja PNS di Kantor Pe.ke.rjaan Umum dan Pe.nataan Ruang Kota 

Pontianak. 

c. Studi dokume.ntasi 

Studi dokume.ntasi me.liputi pe.ne.litian dan analisis dokume.n untuk 

me.ngumpulkan data se.rta informasi yang re.le.van de.ngan topik 

pe.ne.litian. Adapun dokume.n-dokume.n yang akan die.ksplorasi dalam 

pe.ne.litian ini me.ncakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang 

be.risi te.rkait Aparatur Sipil Ne.gara, se.rta Pe.raturan Pe.me.rintah 

Nomor 30 Tahun 2019 te.ntang Pe.nilaian Kine.rja Pe.gawai Ne.ge.ri Sipil 

di Kantor PUPR Kota Pontianak. Dokume.n-dokume.n be.rikut me.njadi 

sumbe.r pe.nting data dan re.fe.re.nsi dalam pe.ne.litian. 

 

G. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Pe.ndahuluan ini te.rdiri dari be.be.rapa sub bab, yaitu latar 

be.lakang yang me.nguraikan akar dari pe.rmasalahan yang diangkat, 

rumusan masalah yang me.nje.laskan isu yang dihadapi, tujuan 

pe.nulisan yang me.njadi sasaran pe.ncapaian dalam pe.nulisan se.rta 

manfaat yang me.nggambarkan ke.gunaan tulisan ini bagi pe.nulis, 

pe.me.rintah, dan masyarakat. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab dua me.nyajikan de.skripsi me.nge.nai te.ori politik hukum 

yang me.njadi dasar dalam pe.nulisan proposal hukum. Di dalam bab 

ini, akan dibahas tinjauan umum me.nge.nai pe.rmasalahan yang te.rkait 
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de.ngan pe.nilaian kine.rja khususnya dalam konte.ks Pe.raturan 

Pe.me.rintah No 30 Tahun 2019 yang me.ngatur Pe.nilaian Kine.rja 

Pe.gawai Ne.ge.ri Sipil.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab tiga adalah bagian yang akan me.njadi inti pe.mbahasan 

dalam pe.nulisan ini. Di dalam bab ini, fokus utama adalah me.ngkaji 

be.rbagai pe.rmasalahan yang te.rkait de.ngan pe.nilaian kine.rja se.suai 

de.ngan Pe.raturan Pe.me.rintah No. 30 tahun 2019 te.ntang Pe.nilaian 

Kine.rja Pe.gawai Sipil, Khususnya di lingkungan kantor Pe.ke.rjaan 

Umum dan Pe.nataan Ruan Kota Pontianak.  

BAB IV PENUTUP 

Pada bagaian pe.nutup, te.rdapat sub-sub yang be.risi 

ke.simpulan dan saran dari pe.nuli. Ke.simpulan me.muat poin-poin 

pe.nting dari hasil pe.mbahasan yang te.lah dilakukan dalam pe.nulisan 

ini. Se.me.ntara itu, saran me.rupakan re.kome.ndasi yang disampaikan 

ole.h pe.nulis te.rkait de.ngan be.be.rapa pe.rmasalahan yang te.lah 

diangkat.  

 


